Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT

KAJIAN YURIDIS TERHADAP
KEWENANGAN PEMBENTUKAN NORMA
HUKUM OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA !

Oleh :
Dave Miracle Sondakh 2
Donald A. Rumokoy?
Donna Okthalia Setidabudhi 4

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kewenangan MK dalam pembentukan norma
hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
dan untuk menganalisis batas konstitusional
kewenangan MK dalam pembentukan norma
hukum. Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu :
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem
ketatanegaraan ~ Indonesia  pada  dasarnya
bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945,
yang memberikan kewenangan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,
menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga
negara, memutus pembubaran partai politik,
memutus perselisihan  hasil pemilihan umum,
serta memberikan putusan atas pendapat DPR
terkait dugaan pelanggaran Presiden dan/atau
Wakil Presiden. 2. Karakter putusan Mahkamah
Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,
berlaku umum, serta langsung berlaku sejak
diucapkan menyebabkan putusan Mahkamah
Konstitusi memiliki kekuatan normatif yang besar
dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci pembentukan, norma hukum,
mahkamah konstitusi

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tipologi sistem hukum posistif modern
dewasa ini ditengarai penuh dengan birokrasi
administrasi, akibatnya hukum negara modern
telah tampil sebagai sistem hukum yang
mengerucut membentuk piramida hukum dari
hukum dasar sampai kepada hukum di Tingkat
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aplikatif.> Atas dasar itulah, agar tujuan sistem
hukum suatu negara dapat tercapai, maka
kehadiran lembaga ataupun institusi yang menjaga
konsistensi ~ sangat  diperlukan. Hal ini
sebagaimana yang dikatakan Campbell,® a
system as any group of interrelated or parts which
function together to achieve a goal”.

Implementasi prinsip negara hukum dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dalam
pengakuan terhadap supremasi konstitusi sebagai
hukum tertinggi. Konstitusi tidak hanya berfungsi
sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai alat
untuk membatasi kekuasaan negara. Dalam
konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran
strategis dalam memastikan bahwa setiap produk
hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif
tidak bertentangan dengan konstitusi.”

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan
sebanyak empat kali pada periode 1999 hingga
2002 menjadi tonggak utama dalam transformasi
sistem ketatanegaraan Indonesia.® Reformasi
tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga
substantif, terutama dalam memperkuat prinsip
negara hukum (rechtstaat), supremasi konstitusi,
serta  mekanisme checks and  balances
antarlembaga negara. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca
amandemen mengimplikasikan perubahan secara
mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara.

Perubahan  konstitusi berdampak pada
restrukturisasi kelembagaan negara, termasuk
pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Lembaga ini hadir sebagai pengawal
konstitusi (the guardian of the constitution)
dengan fungsi strategis dalam menegakkan
prinsip-prinsip negara hukum, menjaga tatanan
demokratis memastikan kepastian hukum, serta
menjamin tegaknya supremasi konstitusi serta
melindungi hak konstitusional warga negara.’
Keberadaan lembaga ini tidak hanya memperkuat
arsitektur ~ ketatanegaraan  Indonesia  pasca
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reformasi, tetapi juga menjadi bagian krusial
dalam perkembangan ilmu hukum tata negara
modern. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24C UUD
NRI Tahun 1945.1°

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
melakukan pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk konkret
dari mekanisme pengujian undang-undang
(judicial review). Pengujian undang-undang
merupakan instrumen penting dalam negara
hukum yang bertujuan untuk menjaga konsistensi
dan keselarasan antara norma hukum yang lebih
rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.!!

Memaknai seberapa penting pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sejarah
pengujian undang-undang menunjukkan bahwa
mekanisme ini pertama kali berkembang di
Amerika Serikat melalui putusan Marbury v.
Madison pada tahun 1803. Putusan tersebut
menegaskan kewenangan lembaga peradilan
untuk  menguji  konstitusionalitas  undang-
undang.!?> Perkembangan tersebut kemudian
diadopsi  oleh berbagai negara, termasuk
Indonesia, dengan penyesuaian terhadap sistem
hukum masing-masing.

Perkembangan praktik ketatanegaraan di
Indonesia  menunjukkan bahwa Mahkamah
Konstitusi  tidak hanya menjalankan fungsi
sebagai negative legislator. Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam berbagai perkara menunjukkan
adanya tafsir konstitusional yang bersifat
konstruktif sehingga menimbulkan norma hukum
baru. Fenomena ini mengindikasikan pergeseran
peran Mahkamah Konstitusi ke arah positive
legislator secara terbatas.!”> Putusan Mahkamah
Konstitusi tidak hanya bersifat declaratoir, tetapi
dalam beberapa hal juga bersifat constitutif dan
mengandung unsur pengaturan (regulatory).
Kondisi ini menyebabkan putusan Mahkamah
Konstitusi memiliki pengaruh langsung terhadap
pembentukan dan perubahan norma hukum dalam

10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 24C.

' Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.56.

12 William F. Duker, 4 Constitutional History of the Supreme
Court (New York: Greenwood Press, 1980), hlm. 112
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Negative Legislator, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3, 2010,
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sistem hukum Indonesia.'* Sifat putusan
Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat
(final and binding) menjadikan putusan tersebut
wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara,
termasuk DPR sebagai pembentuk undang-
undang.'” Putusan tersebut memiliki kekuatan
hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat
diajukan upaya hukum lebih lanjut.

Perkembangan tersebut menimbulkan
dinamika baru dalam sistem pembentukan hukum
di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui
putusannya dapat memberikan tafsir yang
mengikat dan mempengaruhi pembentukan norma
hukum selanjutnya. Kondisi ini menunjukkan
bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang
tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam
perkembangan hukum nasional. Peran aktif
Mahkamah Konstitusi dalam praktik
ketatanegaraan  seringkali  dikaitkan  dengan
konsep judicial activism. Judicial activism
merupakan pendekatan di mana hakim tidak
hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi
juga sebagai pembentuk hukum melalui
putusannya.'® Konsep ini sering menjadi
perdebatan karena dianggap dapat melampaui
batas kewenangan lembaga yudikatif.

Mahkamah  Konstitusi  dalam  praktik
ketatanegaraan melalui putusannya turut
merumuskan norma hukum yang menimbulkan
persoalan mengenai batas kewenangannya dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah
Konstitusi melalui putusannya berupaya menjaga
konstitusionalitas norma, sementara DPR sebagai
lembaga politik memiliki kepentingan dalam
menentukan kebijakan hukum melalui undang-
undang. Kewenangan tersebut berimplikasi pada
ketidakpastian hukum serta potensi terjadinya
disharmonisasi dalam sistem hukum nasional.
Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara
hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan,
dan kemanfaatan dalam setiap produk hukum. !’

Keberadaan Peraturan Mahkamah Konstitusi
yang memberikan ruang untuk menambahkan
amar putusan juga menimbulkan perdebatan
mengenai legitimasi kewenangan tersebut.
Peraturan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya
merupakan peraturan internal, sehingga muncul
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Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation,
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17 Gustav Radbruch, Legal Philosophy, Massachusetts:
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pertanyaan apakah peraturan tersebut dapat
dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan
konstitusional Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam pembentukan norma hukum
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

2. Sampai dimana  batas  konstitusional
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
pembentukan norma hukum?

¢. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam
penilitian ini adalah yuridis-normatif.

PEMBAHASAN
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
Pembentukan Norma Hukum dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal sebagai
guardian of the constitution atau pengawal
konstitusi.'® Fungsi tersebut lahir dari kebutuhan
untuk memastikan bahwa konstitusi tidak hanya
menjadi dokumen politik, melainkan benar-benar
dijalankan sebagai hukum tertinggi negara.
Kehadiran MK pasca perubahan UUD NRI Tahun
1945 memperkuat mekanisme checks and
balances dalam cabang kekuasaan negara,
khususnya terhadap produk legislasi yang
dibentuk oleh pembentuk undang-undang.' Posisi
MK sebagai pengawal konstitusi juga berkaitan
erat dengan perannya dalam menjaga hak
konstitusional warga negara melalui mekanisme
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945.%°
Pengaturan mengenai kewenangan
Mahkamah Konstitusi secara tegas terdapat dalam
Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan
tersebut memberikan kewenangan kepada MK
untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara, memutus pembubaran partai
politik, serta memutus perselisihan hasil
pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki
kewajiban memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

81 Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi: Dasar
Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan
Negara Lain, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 23.

19 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (Jakarta: Rajawali
Pers, 2016), 189.

20 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 12.

dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI
Tahun 1945.2' Dari berbagai kewenangan
tersebut, kewenangan yang paling dominan dan
paling berkembang dalam praktik ketatanegaraan
adalah pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 (judicial review).?*

Kewenangan  pengujian  undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 menempatkan
MK sebagai lembaga yang bertugas menilai
konstitusionalitas norma undang-undang. Dalam
menjalankan kewenangan tersebut, MK tidak
hanya membandingkan teks undang-undang
dengan teks konstitusi secara formal, tetapi juga
melakukan penafsiran terhadap nilai dan prinsip
konstitusi untuk menemukan makna hukum yang
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip  konstitusionalisme.”> Peran tersebut
melahirkan fungsi MK sebagai interpreter of the
constitution atau penafsir konstitusi.** Fungsi
penafsiran ini menjadi sangat penting karena
banyak norma konstitusi bersifat umum dan
memerlukan  penjabaran  melalui  putusan
pengadilan agar dapat diterapkan dalam perkara
konkret.?

Sifat kewenangan Mahkamah Konstitusi
pada dasarnya bersifat atributif, limitatif, dan
konstitusional. Sifat atributif berarti kewenangan
MK diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun
1945, bukan melalui pelimpahan dari lembaga
lain  maupun pembentukan undang-undang
biasa.?® Sifat limitatif menunjukkan bahwa MK
hanya dapat menjalankan kewenangan yang
secara tegas ditentukan oleh konstitusi, sehingga
tidak dapat memperluas kewenangannya di luar
ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.7
Sifat konstitusional mengandung arti bahwa
seluruh tindakan dan putusan MK harus tetap

21 Ibid, Pasal 24C ayat (2).

22 Gede Tatawu, “Hakekat Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah,”
Halu Oleo Law Review 2, no. 1 (2018): 3.

23 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi: Suatu Studi
tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme
Penyelesaian  Sengketa  Normatif, Jakarta: Pradnya
Paramita, 2006, hlm. 87.

24 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi
Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika,
2012, him. 131.

25 Anwar Usman, Teori dan Praktik Mahkamah Konstitusi,
Jakarta: Konstitusi Press, 2015, hlm. 44.

26 7ainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,
2009, hlm. 98.

27BF Hantoro, “Pembatasan Yudisial dan Perluasan
Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” Media Iuris 7, no. 1
(2024): 15.



Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT

berada dalam kerangka menjaga dan menegakkan
konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.”®

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan
demikian bersumber langsung dari konstitusi dan
tidak ditemukan pengaturan eksplisit dalam UUD
NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa MK
memiliki kewenangan untuk membentuk norma
hukum baru. Praktik pembentukan norma dalam
putusan MK muncul sebagai konsekuensi dari
fungsi penafsiran konstitusi yang dijalankan
dalam proses pengujian undang-undang.?’ Dalam
beberapa putusan, MK tidak hanya menyatakan
suatu norma konstitusional atau inkonstitusional,
tetapi juga memberikan pemaknaan tertentu
terhadap norma yang diuji melalui putusan
konstitusional bersyarat (conditionally
constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat
(conditionally unconstitutional).*® Praktik tersebut
kemudian dipandang menimbulkan efek normatif
yang dalam implementasinya memiliki daya
berlaku  menyerupai = pembentukan  norma
hukum.?!

Putusan Mahkamah  Konstitusi (MK)
memiliki karakter khusus dalam sistem hukum
Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai
penyelesaian sengketa konstitusional, tetapi juga
memiliki dampak langsung terhadap keberlakuan
norma hukum dalam sistem ketatanegaraan.
Karakter tersebut lahir dari kedudukan MK
sebagai lembaga pengawal konstitusi yang
bertugas menjaga supremasi UUD NRI Tahun
1945 melalui kewenangan pengujian undang-
undang.’? Dalam praktik ketatanegaraan, putusan
MK menjadi instrumen penting untuk memastikan
bahwa seluruh norma hukum tetap berada dalam
koridor konstitusionalitas.*

Sifat utama putusan Mahkamah Konstitusi
adalah final dan mengikat (final and binding).
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan kembali
diatur dalam  Undang-Undang Mahkamah

28 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam
Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 211.

2 Refly Harun, Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu
Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press,
2010, him. 67.

30 Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final
Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 11, no.
1 (2014): 72.

3I'F. Rahman dan D. A. Wicaksono, Putusan Bersyarat oleh
Mahkamah Konstitusi:  Karakteristik dan  Dinamika
Perkembangannya, Yogyakarta: UII Press, 2024, him. 101.

32 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him. 156.

3 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum,
Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.
273.

Konstitusi. Sifat final menunjukkan bahwa
putusan MK langsung memperoleh kekuatan
hukum tetap sejak diputus tanpa melalui tahapan
peradilan lanjutan.** Sifat mengikat mengandung
arti bahwa putusan MK wajib dipatuhi oleh
seluruh pihak, baik lembaga negara, aparat
penegak hukum, maupun masyarakat umum.®
Karakter final dan mengikat tersebut membedakan
putusan MK dari putusan lembaga peradilan biasa
yang masih memungkinkan adanya banding,
kasasi, atau peninjauan kembali.*®

Putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku
secara umum (erga omnes). Asas erga omnes
menunjukkan bahwa daya ikat putusan MK tidak
hanya terbatas pada para pihak yang berperkara,
tetapi berlaku terhadap seluruh warga negara dan
seluruh organ negara.’” Dalam perkara pengujian
undang-undang, ketika MK menyatakan suatu
norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945, maka norma tersebut kehilangan kekuatan
hukum  mengikat bagi semua  pihak.®®
Konsekuensi tersebut menempatkan putusan MK
memiliki pengaruh langsung terhadap sistem
hukum nasional karena keberlakuan suatu norma
undang-undang dapat berubah berdasarkan
putusan MK.*

Kekuatan hukum putusan MK juga berlaku
sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum. Sejak saat putusan dibacakan, putusan
tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum
tetap dan wajib dilaksanakan tanpa memerlukan
tindakan administratif tambahan.** Ketentuan ini
memperlihatkan bahwa efektivitas putusan MK
bersifat langsung (self executing) terutama
terhadap norma undang-undang yang dinyatakan

34 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 213.

35 Ahmad Fadlil Sumadi, Politik Hukum Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi, Malang: Setara Press, 2013, hlm.
91.

36 Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,
2009, him. 145.

37F. B. S. Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes
dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,”
Gorontalo Law Review 2, no. 1 (2019): 4.

¥ M. Ali Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi
Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi
Perspektif Negara Hukum,” Jurnal Hukum Ius Quia
Tustum 24, no. 3 (2017): 368.

3 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Jakarta: Rajawali
Pers, 2016, him. 244.

40V, Silaban, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Limbago:
Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 130.
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inkonstitusional.*! Oleh karena itu, putusan MK
tidak hanya memiliki dimensi yudisial, tetapi juga
menghasilkan konsekuensi normatif dalam tata
hukum nasional.*?

Tidak tersedianya upaya hukum lanjutan
terhadap putusan MK semakin mempertegas
kekuatan  konstitusional —putusan tersebut.®’
Putusan MK tidak dapat diajukan banding, kasasi,
maupun peninjauan kembali karena konstitusi
menempatkan MK sebagai peradilan tingkat
pertama dan terakhir dalam perkara konstitusi.*
Karakter demikian dimaksudkan untuk menjaga
kepastian hukum dan mencegah terjadinya
ketidakpastian konstitusional yang
berkepanjangan.* Dalam praktiknya, sifat final
tanpa upaya hukum lanjutan menyebabkan
putusan MK menjadi penentu terakhir mengenai
konstitusionalitas suatu norma hukum.*

Karakter putusan MK yang final, mengikat,
berlaku umum, serta langsung efektif sejak
diucapkan menghasilkan akibat hukum yang
bersifat normatif dalam sistem hukum nasional.*’
Putusan MK dengan demikian tidak hanya
berfungsi menyelesaikan sengketa konstitusional,
tetapi juga memengaruhi keberlakuan, perubahan,
bahkan pembentukan makna baru terhadap norma
hukum yang berlaku.*® Dalam konteks tersebut,
putusan MK memiliki daya laku yang menyerupai
norma hukum karena dapat menentukan apakah
suatu norma tetap berlaku, kehilangan kekuatan
mengikat, atau harus dimaknai dengan tafsir
tertentu agar sesuai dengan konstitusi.*’

Perkembangan praktik judicial review di
Indonesia menunjukkan adanya perluasan peran
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem

41'S. Raden, Putusan Self-Executing Mahkamah Konstitusi
dan Demokrasi Konstitusional, Palu: UIN Datokarama
Press, 2020, him. 52.

42 A. M. Christia et al., “Politik Hukum Eksekusi Putusan
Mahkamah Konstitusi di Indonesia,” Lex Renaissance 9,
no. 1 (2024): 15.

4 A. Hardani dan L. T. A. L. Wardhani, “Implementasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Hukum di
Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no.
2 (2019): 197.

4 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-
Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 89.

4 Refly Harun, Menjaga Denyut Konstitusi, Jakarta:
Konstitusi Press, 2010, him. 103.

46 http://scholar.unand.ac.id/29564/.

47]. J. Koynja, “Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang
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ketatanegaraan. Pada awal pembentukannya, MK
diposisikan sebagai lembaga yang berfungsi
menguji konstitusionalitas undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui model
pengujian yang bersifat negative legislator, yaitu
hanya menyatakan suatu norma bertentangan atau
tidak bertentangan dengan konstitusi.®® Konsep
tersebut merujuk pada pemikiran Hans Kelsen
yang menempatkan mahkamah konstitusi sebagai
lembaga yang tidak membentuk norma baru,
melainkan hanya menghapus norma yang
inkonstitusional.®! Perkembangan praktik
ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa
dalam sejumlah putusan, MK tidak hanya
membatalkan norma, tetapi juga memberikan
rumusan, syarat, serta pemaknaan tertentu
terhadap norma yang diuji.>

Beberapa putusan MK bahkan dipandang
mengandung norma baru karena menghasilkan
ketentuan yang sebelumnya tidak diatur secara
eksplisit dalam undang-undang.®* Contoh yang
sering dikemukakan dalam kajian hukum tata
negara adalah putusan mengenai sistem pemilu,
syarat  pencalonan  pejabat  publik, hak
konstitusional warga negara, serta batasan
kewenangan lembaga negara yang dalam
praktiknya melahirkan norma baru melalui
penafsiran konstitus.** Kehadiran norma baru
tersebut muncul bukan melalui proses legislasi
formal di DPR, melainkan melalui konstruksi
hukum dalam putusan MK.>

Perkembangan praktik tersebut
memunculkan pandangan mengenai adanya
pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari
negative legislator menuju fungsi normatif
terbatas.’® MK  tidak lagi  semata-mata
membatalkan norma yang bertentangan dengan
konstitusi, tetapi juga merumuskan konstruksi
norma tertentu guna menghindari kekosongan
hukum dan menjaga efektivitas perlindungan
konstitusional.’” Pergeseran ini dipandang sebagai
konsekuensi dari kebutuhan praktik
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ketatanegaraan modern yang menuntut peradilan
konstitusi lebih responsif terhadap perkembangan
masyarakat dan dinamika hukum.>®

Praktik pembentukan norma hukum melalui
putusan MK pada akhirnya menunjukkan bahwa
dalam  kenyataannya MK  tidak  hanya
menjalankan fungsi pembatalan norma, tetapi juga
turut merumuskan norma hukum melalui
konstruksi putusan.”® Putusan MK dengan
demikian memiliki karakter normatif yang
memengaruhi  pembentukan, perubahan, dan
penerapan hukum dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia.®

Praktik pembentukan norma hukum dalam
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat
dilepaskan dari dasar normatif yang berkembang
dalam sistem hukum Indonesia, khususnya
melalui  pengaturan  internal =~ Mahkamah
Konstitusi. Dalam struktur peraturan perundang-
undangan  nasional, Peraturan = Mahkamah
Konstitusi (PMK) merupakan peraturan yang
dibentuk  berdasarkan kewenangan atribusi
lembaga negara untuk mengatur tata cara
pelaksanaan kewenangannya sendiri. Kedudukan
PMK diakui dalam praktik ketatanegaraan sebagai
bagian dari peraturan yang bersifat mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
yang sah. Keberadaan PMK menjadi instrumen
penting dalam mengatur hukum acara konstitusi
karena UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur
secara rinci mekanisme teknis pemeriksaan
perkara konstitusi.

B. Batas Konstitusional dan Implikasi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
Pembentukan Norma Hukum
Kewenangan lembaga negara pada dasarnya

harus bersumber dari konstitusi atau peraturan

perundang-undangan yang sah.®' Prinsip tersebut
dikenal sebagai asas legalitas kewenangan yang
menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan
maupun lembaga negara harus memiliki dasar
hukum yang jelas.®> Dalam konteks Mahkamah

Konstitusi, kewenangan lembaga tersebut diatur

secara limitatif dalam Pasal 24C Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang memberikan kewenangan untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara,
memutus pembubaran partai politik, memutus
perselisihan  hasil pemilihan umum, serta
memberikan  putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau
Wakil Presiden.® Pengaturan  tersebut
menunjukkan bahwa kewenangan MK bersifat
konstitusional dan hanya dapat dijalankan dalam
batas-batas yang telah ditentukan oleh UUD NRI
Tahun 1945.%

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi pada
dasarnya adalah sebagai penguji norma (judicial
review institution), bukan pembentuk undang-
undang (legislative body).® MK bertugas menilai
konstitusionalitas norma undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 serta memberikan putusan
berdasarkan  penafsiran  konstitusi.®®  Fungsi
tersebut berbeda secara mendasar dengan fungsi
legislasi yang berkaitan dengan pembentukan
norma hukum baru melalui proses politik dan
pembentukan peraturan perundang-undangan.®’
Perbedaan  tersebut mencerminkan adanya
pemisahan antara judicial function dan legislative
function dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.®®

Judicial ~ function  berkaitan  dengan
pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman melalui
penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta
penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku.®’
Pelaksanaan fungsi yudisial dilakukan
berdasarkan independensi kekuasaan kehakiman
dan prinsip imparsialitas hakim.” Sebaliknya,
legislative function berkaitan dengan
pembentukan norma hukum yang berlaku umum
melalui proses legislasi oleh lembaga perwakilan
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rakyat bersama pemerintah.”! Fungsi legislasi
mengandung dimensi politik hukum karena
berkaitan dengan pembentukan kebijakan negara
melalui proses demokratis.”> Dalam konteks
tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak dapat
disamakan dengan lembaga legislatif meskipun
dalam praktik putusannya dapat menimbulkan
akibat normatif terhadap sistem hukum nasional.”

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan
demikian tidak dapat melampaui batas yang
ditentukan oleh konstitusi.” Praktik pembentukan
norma melalui putusan MK harus dipahami
sebagai konsekuensi dari fungsi pengujian
konstitusionalitas dan penafsiran konstitusi, bukan
sebagai pengambilalihan  fungsi legislasi.”
Pembentukan undang-undang tetap merupakan
kewenangan DPR bersama Presiden sebagai
pelaksana  fungsi legislasi dalam  sistem
ketatanegaraan Indonesia.”

Batas kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam perspektif open legal policy menunjukkan
bahwa MK tidak dapat masuk terlalu jauh ke
wilayah kebijakan hukum terbuka yang menjadi
kewenangan legislator.”” Penafsiran konstitusi
yang dilakukan MK harus tetap berada dalam
koridor pengujian konstitusionalitas norma dan
tidak berubah menjadi pembentukan kebijakan
hukum baru.”® Apabila MK terlalu jauh
menentukan isi kebijakan hukum, maka hal
tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran
fungsi dari lembaga yudisial menuju lembaga
legislatif (judicial legislation).” Kondisi demikian
dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan
antarcabang pemerintahan serta mengurangi
legitimasi demokratis dalam proses pembentukan
hukum.3
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Praktik pengujian undang-undang oleh
Mahkamah Konstitusi dengan demikian harus
memperhatikan batas antara fungsi pengujian
konstitusionalitas dan wilayah kebijakan hukum
terbuka milik pembentuk undang-undang.®!
Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewajiban
menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak
konstitusional warga negara, tetapi pelaksanaan
kewenangan tersebut tidak boleh menghilangkan
ruang kebijakan hukum yang secara konstitusional
dimiliki oleh DPR dan Presiden sebagai
pembentuk undang-undang.®?

Konsep judicial overreach dalam praktik
ketatanegaraan merujuk pada kondisi ketika
lembaga peradilan menjalankan kewenangan
melebihi batas konstitusional yang diberikan
kepadanya  sehingga  memasuki  wilayah
kewenangan cabang kekuasaan lain.** Dalam
konteks Mahkamah Konstitusi (MK), konsep
tersebut sering dikaitkan dengan praktik putusan
yang tidak hanya membatalkan norma undang-
undang, tetapi juga membentuk, menambah, atau
merumuskan norma baru melalui amar putusan.®
Perkembangan praktik judicial review di
Indonesia menunjukkan bahwa MK dalam
beberapa perkara melakukan penafsiran konstitusi
secara progresif hingga menghasilkan konstruksi
norma yang sebelumnya tidak diatur secara
eksplisit oleh pembentuk undang-undang.®
Kondisi tersebut memunculkan perdebatan
mengenai  batas antara fungsi  pengujian
konstitusionalitas dan pembentukan kebijakan
hukum?®

Potensi judicial overreach berkaitan erat
dengan kemungkinan terjadinya pergeseran fungsi
kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia.®” Mahkamah Konstitusi pada dasarnya
merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang
memiliki fungsi utama menegakkan konstitusi
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melalui mekanisme pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.% Fungsi tersebut
berbeda dengan fungsi legislasi yang dimiliki
DPR Dbersama Presiden sebagai pembentuk
undang-undang.® Ketika Mahkamah Konstitusi
melalui putusannya mulai menentukan rumusan
norma hukum yang bersifat umum dan abstrak,
muncul kecenderungan pergeseran dari fungsi
negative  legislator ~menuju  peran  yang
menyerupai  positive legislator.”® Pergeseran
tersebut dapat mengaburkan batas pemisahan
kekuasaan antara cabang yudisial dan legislatif
dalam negara hukum demokratis.”!

Risiko dominasi kekuasaan yudisial menjadi
salah satu implikasi utama dari praktik judicial
overreach’>  Dalam  sistem  demokrasi
konstitusional, tidak ada cabang kekuasaan yang
boleh memiliki kewenangan absolut karena
seluruh  kekuasaan harus dibatasi melalui
mekanisme checks and balances.”® Putusan
Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
mengikat menyebabkan tafsir konstitusi yang
diberikan MK memiliki kekuatan hukum yang
sangat  besar dalam = menentukan  arah
perkembangan  hukum  nasional.®*  Apabila
kewenangan tersebut digunakan untuk
membentuk norma hukum secara luas tanpa batas
yang jelas, maka terdapat risiko terjadinya
dominasi kekuasaan kehakiman terhadap cabang
kekuasaan lainnya.”> Kondisi demikian dapat
mengurangi ruang legislasi yang secara
konstitusional menjadi kewenangan DPR.%

Potensi ketidakseimbangan hubungan
antarlembaga negara juga dapat muncul akibat
praktik pembentukan norma oleh Mahkamah
Konstitusi.”” Sistem ketatanegaraan Indonesia
setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945
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dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan
kekuasaan antarlembaga negara, bukan supremasi
satu lembaga terhadap lembaga lainnya.”® Ketika
Mahkamah Konstitusi terlalu jauh masuk ke
wilayah kebijakan hukum yang seharusnya
ditentukan melalui proses legislasi, hubungan
kelembagaan antara cabang yudisial dan legislatif
berpotensi mengalami ketegangan
konstitusional.”>  DPR  sebagai  lembaga
pembentuk undang-undang dapat kehilangan
ruang untuk menentukan kebijakan hukum karena
arah pengaturan telah ditentukan terlebih dahulu
melalui putusan MK.'™ Dalam jangka panjang,
kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik
kewenangan dan mengganggu prinsip pemisahan
kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.'?!

Praktik judicial overreach juga berpotensi
menimbulkan  disharmonisasi dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.'® Pembentukan norma
hukum melalui putusan pengadilan sering kali
tidak melalui proses politik, partisipasi publik,
dan harmonisasi regulasi sebagaimana mekanisme
pembentukan undang-undang pada umumnya.!®
Akibatnya, norma yang lahir melalui putusan MK
berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dengan
peraturan perundang-undangan lain maupun
dengan arah kebijakan hukum nasional.'® Selain
itu, perubahan norma melalui putusan pengadilan
yang Dbersifat langsung dan final dapat
memunculkan ketidakpastian dalam implementasi
hukum apabila tidak diikuti penyesuaian regulasi
oleh pembentuk undang-undang.'%

Pembentukan norma oleh = Mahkamah
Konstitusi pada dasarnya memang dapat dipahami
sebagai konsekuensi dari fungsi penafsiran
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konstitusi dan kebutuhan menjaga efektivitas
perlindungan hak konstitusional warga negara.'%
Akan tetapi, praktik tersebut tetap harus dibatasi
agar tidak menggantikan fungsi legislasi yang
secara konstitusional dimiliki DPR bersama
Presiden.!”” Mahkamah Konstitusi harus tetap
berada dalam koridor fungsi yudisial sebagai
pengawal konstitusi, sedangkan pembentukan
norma hukum secara formal tetap menjadi
kewenangan lembaga  legislatif = melalui
mekanisme demokrasi konstitusional.'®
Pembatasan tersebut penting untuk menjaga
keseimbangan kekuasaan, kepastian hukum, dan
harmonisasi sistem ketatanegaraan Indonesia.'”

Putusan MK dalam praktik ketatanegaraan
Indonesia juga berkembang sebagai norma hukum
yang langsung berlaku (self executing).''® Dalam
banyak perkara pengujian undang-undang,
putusan MK tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi
langsung menimbulkan perubahan terhadap
keberlakuan norma hukum.'"' Model putusan
seperti  conditionally  constitutional ~maupun
conditionally unconstitutional bahkan
menghasilkan tafsir resmi yang wajib dijadikan
acuan oleh seluruh lembaga negara dan aparat
penegak hukum.!'? Oleh karena itu, putusan MK
sering dipandang memiliki daya berlaku yang
menyerupai norma hukum karena mengatur
bagaimana suatu ketentuan harus dimaknai dan
diterapkan setelah putusan dijatuhkan.'!3

Praktik pembentukan norma melalui putusan
MK juga berpotensi menimbulkan persoalan
terhadap kepastian hukum. Salah satu persoalan
yang sering muncul adalah potensi terjadinya
kekosongan  hukum  (rechtvacuum)  akibat
pembatalan norma undang-undang tanpa adanya
pengaturan pengganti yang segera dibentuk oleh
legislator.''*  Kekosongan  hukum  dapat
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menghambat pelaksanaan pemerintahan maupun
perlindungan hak warga negara karena tidak
terdapat dasar hukum yang jelas untuk
menjalankan suatu kebijakan atau tindakan hukum
tertentu.!'> Dalam beberapa putusan, MK
mencoba mengatasi persoalan tersebut melalui
penambahan amar putusan atau pemberian
tenggang waktu kepada pembentuk undang-
undang untuk melakukan perubahan regulasi.!'®
Potensi multitafsir norma juga menjadi
implikasi penting dari praktik pembentukan
norma oleh Mahkamah Konstitusi.!'” Putusan MK
yang memberikan penafsiran baru terhadap suatu
norma sering kali memunculkan perbedaan
pemahaman dalam implementasinya, terutama
apabila rumusan amar putusan tidak disusun
secara jelas dan rinci.'"® Kondisi tersebut dapat
menimbulkan  ketidakpastian dalam  praktik
penegakan hukum karena aparat penegak hukum
maupun lembaga negara memiliki penafsiran yang
berbeda terhadap maksud putusan MK.!" Selain
itu, multitafsir juga dapat terjadi ketika putusan
MK belum diikuti perubahan undang-undang oleh
pembentuk undang-undang sehingga terdapat
perbedaan antara norma dalam undang-undang
dan tafsir konstitusional yang diberikan MK.!?
Implikasi putusan MK terhadap sistem
hukum nasional tampak dari pengaruhnya
terhadap pembentukan dan perubahan norma
hukum di Indonesia.””! Putusan MK sering
dijadikan dasar dalam penyusunan undang-
undang baru, revisi regulasi, maupun praktik
penegakan hukum oleh lembaga peradilan
lainnya.'?> Dalam konteks tersebut, putusan MK
berkembang sebagai salah satu sumber hukum
dalam praktik ketatanegaraan Indonesia karena
mengandung tafsir resmi terhadap konstitusi.'?
Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa putusan
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MK tidak hanya memiliki dimensi yudisial, tetapi
juga berdampak pada perkembangan politik
hukum nasional.'?*

Implikasi terhadap hubungan kelembagaan
negara juga menjadi konsekuensi penting dari
kewenangan MK dalam pembentukan norma
hukum.'?® Putusan MK yang membatalkan atau
memberikan tafsir tertentu terhadap undang-
undang dapat memengaruhi kebijakan legislasi
DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-
undang.!?® Dalam beberapa kasus, putusan MK
bahkan menentukan arah perubahan regulasi yang
harus dilakukan oleh pembentuk undang-
undang.'”’ Kondisi tersebut menunjukkan adanya
interaksi yang kuat antara cabang kekuasaan
yudisial  dan  legislatif  dalam  sistem
ketatanegaraan Indonesia.'”® Akan tetapi, apabila
tidak dijalankan secara proporsional, praktik
tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan
antarlembaga negara dan memunculkan persoalan
mengenai batas kewenangan masing-masing
cabang kekuasaan.'?’

Permasalahan utama dalam implementasi
putusan MK terletak pada tidak adanya lembaga
eksekutorial khusus yang bertugas memaksa
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.!*
Berbeda dengan putusan pengadilan pada
umumnya yang dapat dieksekusi melalui
mekanisme peradilan atau bantuan aparat penegak
hukum, putusan MK pada dasarnya bergantung
pada kesadaran konstitusional lembaga negara
untuk melaksanakan isi putusan tersebut.'!
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memang
menegaskan sifat final dan mengikat putusan MK,
tetapi tidak memberikan mekanisme eksekusi
yang bersifat koersif apabila putusan tidak
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dilaksanakan.'*> Kondisi tersebut menimbulkan
persoalan dalam praktik karena beberapa putusan
MK tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk
undang-undang maupun lembaga terkait.'**

Ketergantungan terhadap pembentuk undang-
undang menjadi salah satu faktor utama yang
menentukan efektivitas putusan MK dalam
pembentukan norma hukum.!** Dalam banyak
perkara pengujian undang-undang, MK hanya
menyatakan norma bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 atau memberikan tafsir
konstitusional tertentu, sedangkan perubahan
regulasi secara formal tetap harus dilakukan oleh
DPR bersama Presiden melalui proses legislasi.'*
Akibatnya, implementasi putusan MK sangat
bergantung pada kemauan politik (political will)
pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan
regulasi sesuai amar putusan MK.'3® Dalam
beberapa kasus, keterlambatan revisi undang-
undang menyebabkan terjadinya kekosongan
hukum maupun ketidakpastian dalam praktik
penegakan hukum.'*’

Kendala implementasi putusan MK juga
muncul akibat adanya perbedaan tafsir terhadap
amar putusan dan ruang lingkup
keberlakuannya.'® Putusan MK  yang
mengandung norma baru atau penafsiran
konstitusional tertentu sering kali menimbulkan
perdebatan dalam implementasi oleh lembaga
negara maupun aparat penegak hukum.'*
Ketidakjelasan rumusan amar putusan dapat
menyebabkan multitafsir yang berdampak pada
tidak seragamnya pelaksanaan putusan dalam
praktik ketatanegaraan.'® Selain itu, tidak semua
putusan MK segera direspons dengan perubahan
peraturan perundang-undangan sehingga norma
yang telah dinyatakan inkonstitusional masih tetap
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tercantum dalam undang-undang.'*!  Kondisi
tersebut dapat mengurangi kepastian hukum dan
efektivitas putusan MK dalam sistem hukum
nasional.!#?

PENUTUP
A. Kesimpulan

1.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
sistem  ketatanegaraan Indonesia  pada
dasarnya bersumber langsung dari Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, khususnya Pasal 24C UUD NRI
Tahun 1945, yang memberikan kewenangan

kepada  Mahkamah  Konstitusi ~ untuk
melakukan pengujian undang-undang
tethadap UUD  NRI =~ Tahun 1945,

menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga
negara, memutus pembubaran partai politik,
memutus perselisihan hasil pemilihan umum,
serta memberikan putusan atas pendapat DPR
terkait dugaan pelanggaran Presiden dan/atau
Wakil Presiden. Kewenangan tersebut bersifat
atributif, limitatif, dan konstitusional sehingga
pelaksanaannya harus tetap berada dalam
batas-batas yang ditentukan konstitusi. UUD
NRI  Tahun 1945 tidak memberikan
kewenangan  secara  eksplisit  kepada
Mahkamah Konstitusi untuk membentuk
norma hukum, namun dalam praktik
pengujian undang-undang, Mahkamah
Konstitusi sering menghasilkan putusan yang
mengandung konstruksi norma baru melalui
penafsiran konstitusi, baik dalam bentuk
conditionally  constitutional, conditionally
unconstitutional, maupun perluasan dan
pembatasan makna norma. Praktik tersebut
menunjukkan bahwa pembentukan norma
hukum oleh Mahkamah Konstitusi muncul
sebagai konsekuensi yuridis dari fungsi
penafsiran konstitusi dan kebutuhan menjaga
supremasi  konstitusi, perlindungan hak
konstitusional warga negara, serta
menghindari kekosongan hukum.

Karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang
bersifat final dan mengikat, berlaku umum,
serta langsung berlaku sejak diucapkan
menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi
memiliki kekuatan normatif yang besar dalam
sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah
Konstitusi  tidak hanya menyelesaikan
sengketa  konstitusional, tetapi  juga

141 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, op.cit, hlm. 336.
142 Ahmad Fadlil Sumadi, Politik Hukum Konstitusi dan

Mahkamah Konstitusi, Malang: Setara Press, 2013, hlm.
156.

memengaruhi keberlakuan norma hukum dan
arah perkembangan hukum nasional. Praktik
pembentukan norma hukum melalui putusan
Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan
persoalan konstitusional, terutama terkait
potensi  judicial overreach. Efektivitas
putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik
juga sangat bergantung pada tindak lanjut
lembaga negara lain, khususnya DPR maupun
pemerintah, karena tidak adanya lembaga
eksekutorial ~ khusus  yang  menjamin
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, pembentukan norma melalui
putusan Mahkamah Konstitusi harus tetap
dibatasi dalam koridor fungsi yudisial agar
tetap menjaga  keseimbangan  sistem
ketatanegaraan Indonesia berdasarkan prinsip
negara hukum dan pemisahan kekuasaan.

B. Saran

L.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan
kewenangan  pengujian  undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 perlu
berpegang pada  prinsip  pembatasan
kekuasaan dan pemisahan fungsi
antarlembaga negara agar tidak melampaui
kewenangan konstitusional yang dimilikinya.
Penafsiran  konstitusi yang  dilakukan
Mahkamah Konstitusi hendaknya diarahkan
untuk menjaga supremasi konstitusi dan
perlindungan hak konstitusional warga negara
tanpa mengambil alih fungsi legislasi yang
menjadi kewenangan DPR bersama Presiden.
Pembentukan norma hukum melalui putusan
Mahkamah Konstitusi sebaiknya dilakukan
secara proporsional, terbatas, dan hanya
dalam keadaan tertentu untuk menghindari
kekosongan  hukum  maupun menjaga
efektivitas pelaksanaan konstitusi.

DPR yang dalam hal ini dengan fungsi
legislasinya sebagai pembentuk undang-
undang perlu meningkatkan responsivitas
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
dengan segera melakukan harmonisasi dan
penyesuaian regulasi sesuai amar putusan
Mahkamah Konstitusi. Sinkronisasi
antarlembaga negara menjadi penting guna
menjaga kepastian hukum dan efektivitas
implementasi putusan Mahkamah Konstitusi
dalam sistem hukum nasional. Penguatan
mekanisme pengawasan dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah
Konstitusi juga diperlukan agar putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya
memiliki kekuatan normatif secara formal,
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tetapi juga efektif diterapkan dalam praktik
ketatanegaraan Indonesia.
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